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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan ialah tindakan semena-mena dengan tujuan

menyiksa ataupun menindas yang berakibat pemberian rasa sakit pada

makhluk hidup (manusia dan/atau hewan). Penganiayaan termasuk

dalam perbuatan melawan hukum, baik penganiayaan yang dilakukan

secara sengaja ataupun karena adanya kesalahan. Penganiayaan yang

dilakukan secara sengaja menandakan adanya permusuhan dari pelaku

kepada korban. Adapun penganiayaan ini bisa memberikan luka

kepada korban. Pada Pasal 90 KUHPidana, merincikan penganiayaan

yang menimbulkan luka sebagai berikut:1

1. Luka yang diberikan mengakibatkan hal yang sangat fatal, yaitu

tidak bisa disembuhkannya luka tersebut bahkan berakibat

hilangnya nyawa.

2. Luka yang diberikan mengakibatkan korban tidak dapat bekerja

sebagaimana mestinya.

3. Luka yang diberikan mengakibatkan hilangnya fungsi salah satu

panca indera.

4. Luka mengakibatkan cacat berat.

1 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm 39.
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5. Luka mengakibatkan kelumpuhan.

6. Luka yang mengganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu

bahkan lebih.

7. Luka berakibat hilangnya bayi (gugur dan/atau meninggal) di

kandungan seorang perempuan.

Tindak penganiayaan memiliki beberapa jenis, sebagai berikut:2

1. Penganiayaan biasa

Dijelaskan pada Pasal 351 KUHPidana perihal

penganiayaan biasa (penganiayaan bukan penganiayaan ringan

ataupun berat), adapun jenis penganiayaan biasa sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa tidak memberikan luka berat atau ancaman

terhadap nyawa seseorang dan pelaku dipidana penjara selama

2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda Rp. 4500,- (empat

ribu lima ratus rupiah)

b. Penganiayaan berakibat luka berat dan pelaku dipidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun.

c. Penganiayaan berakibat memberikan kematian dan pelaku

dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

d. Penganiayaan yang merusak kesehatan seseorang.

2 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan
dan Prevensinya), Jakarta, Sinar Grafika ,2002, hlm.5.
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2. Penganiayaan ringan

a. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana,

penganiayaan ini bukan penganiayaan berencana, bukan pula

penganiayaan yang ditujukan kepada

ibu/bapak/anak/istri/pegawai yang bertugas, bukan juga yang

dapat menimbulkan penyakit bahkan mengakibatkan hilangnya

nyawa, penganiayaan tidak membuat korban terhalang untuk

bekerja.

b. Penganiayaan ringan dipidana penjara paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan tidak masuk

kedalam rumusan Pasal 353 KUHPidana dan Pasal 356

KUHPidana.

3. Penganiayaan berencana

a. Pada Pasal 353 KUHPidana menerangkan penganiayaan

berencana yaitu yang tidak mengakibatkan luka berat atau

kematian (dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun),

penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat (dipidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun) dan penganiayaan

berencana yang berakibat kematian (dipidana penjara paling

lama 9 (sembilan) tahun).
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b.Tindakan penganiayaan dilakukan oleh pelaku atas kehendak

dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan berat

a. Pada Pasal 354 KUHPidana merenangkan bahwasanya akan

diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun kepada

pelaku yang sengaja melukai atau melakukan penganiayaan

berat pada orang lain.

b. Apabila penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa, pelaku

akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perbuatan ini sengaja dilakukan oleh pelaku.

5. Penganiayaan berat berencana

Pada Pasal 354 ayat (1) KUHPidana perihal penganiayaan

berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHPidana perihal penganiayaan

berencana, inilah Pasal yang mengatur mengenai penganiayaan

berat berencana dan harus memenuhi unsur kedua penganiayaan

tersebut.

6. Penganiayaan terhadap orang3

Pada penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHPidana,

Pasal 353 KUHPidana, Pasal 354 KUHPidana dan Pasal 355

KUHPidana serta dapat ditambah sepertiga:

3 Ibid



5

a. Jika melakukan penganiayaan pada ibunya, bapaknya,

suami/istri dan anak.

b. Jika penganiayaan dilakukan oleh pejabat saat melakukan

pekerjaannya secara sah, apabila penganiayaan dilakukan

dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa

atau kesehatan untuk dikonsumsi.

7. Penganiayaan terhadap hewan

Aturan mengenai penganiayaan hewan sebenarnya sudah

diatur dalam Pasal 302 KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan

ringan terhadap hewan mengingat di Indonesia masih marah terjadi

penganiayaan pada hewan hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan

masih tergolong ringan dan tidak mengikuti perkembangan zaman..

Dengan adanya KUHP tentang Penganiyaan Hewan tentu menjadi

salah satu hal yang tepat. Pasalnya, penganiyaan terhadap hewan

kadang menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang

tanpa sadar bahwa itu telah melanggar hak hidup hewan tersebut.4

Hewan juga memiliki hak untuk hidup seperti layaknya manusia,

sehingga kita perlu menghargai kehidupan hewan. Menurut

Yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit,

4 Anindya Aufa Zahra, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Alam
Hukum Positif Indonesia, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang), Malang, 2021, hlm
33.
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atau bahkan sampai mengakibatkan luka. Berdasarkan analisis dari

Pasal 340 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 adalah untuk

melindungi hewan dari segala bentuk penganiayaan, karena hewan

juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengingat di Indonesia

penyiksaan terhadap hewan semakin tinggi, bahkan Indonesia

menempati pada peringkat 1 untuk wilayah yang terbanyak baik

dalam pembuatan maupun pengunggahan konten kekejaman

terhadap hewan di media sosial.

Pada Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023

menerangkan atas hewan yang dianiaya maka pelaku dapat dikenakan

pidana penjara ataupun pidana denda,5 diterangkan bahwasanya akan

dikenakan pidanapenjara paling lama 1 tahun atau pidana denda

paling banyak dikategori ke-II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) bagi pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Dibawah ini kategori penganiayaan, sebagai berikut:

a. Hewan dilukai dan disakiti yang memberikan gangguan

kesehatan berlebihan pada hewan tanpa tujuan.

b. Hewan menjadi objek atau korban seksual oleh manusia.

5 Handoyo, “RUU KUHP Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dapat Dikenai
Pidana Penjara Atau Pidana Denda”, diakses
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-
penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10 pada 7 Desember 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10
https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru-aniaya-hewan-dipidana-penjara-1-tahun-atau-denda-maksimal-rp-10
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Ancaman pidana bisa diperberat apabila hewan yang disiksa

mengalami rasa sakit lebih dari 7 (tujuh) hari, adapun hewan tersebut

memperoleh luka berat, cacat bahkan menyebabkan kematian.

Adapun dalam Pasal 337 ayat (2) menerangkan bahwasanya

konsekuensi yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun 5 (lima) bulan dan denda yang diberikan paling banyak yaitu

kategori III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah). Dilanjutkan

pada Pasal 337 ayat (3) mengatur perihal hewan yang mendapatkan

siksaan bisa dirampas dan diletakkan pada tempat yang semestinya

dan/atau layak bagi hewan. Penanggungjawab untuk melindungi

hewan dari siksaan ialah pemilik hewan, masyarakat, pemerintah

bahkan negara. Pada penelitian ini penulis menggunakan suatu

putusan sebagai bahan hukum penulis untuk menjawab rumusan

dalam penelitian ini. Adapun putusan yang penulis gunakan yaitu

Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo. Putusan ini menjelaskan

bahwa terjadi penganiayaan hewan sapi mulai dari penganiayaan

ringan hingga berat (mati).

Badan Pusat Statistik ditahun 2018, memberikan data populasi

sapi di Indonesia dengan rincian sapi perah 581.822 (lima ratus

delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua) ekor, sapi

potong 16,43 juta ekor, kerbau 894.278 (delapan ratus sembilan puluh

empat dua ratus tujuh puluh delapan) ekor. Masyarakat Indonesia

banyak yang beraktivitas sebagai peternak sapi untuk dijual didalam
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negeri bahkan luar negeri. Pemerintah bertanggungjawab untuk

memberikan payung hukum bagi hewan ternak melihat populasi yang

sangat banyak dan bisa menjadi sumber perekonomian. Maka

diharapkan, manusia juga memiliki belas kasihan pada hewan karena

hewan juga makhluk hidup

Pada Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbo, dalam putusan

ini menjelaskan bahwa tersangka 1 : Adrian S. Tooli alias NONO

Umur: 39 tahun, tersangka 2 Jafar Mahmud alias kada Umur: 53

tahun. Penganiayaan hewan pada kasus ini terjadi dikarenakan hewan

sapi milik korban dahulu merusak kebun milik tersangka 1, tersangka

sudah memperingati korban beberapa kali bahkan tersangka 1 sudah

melapor ke kantor desa akan tetapi hewan-hewan liar tersebut belum

ditertibkan serta korban pun tidak peduli, saat 3 sapi korban tidak

terikat dan sedang makan rumput di dekat kebun terdakwa 2. Para ke

2 terdakwa bergantian menombak ke 3 sapi itu. 2 meninggal dan 1

luka berat, sehingga perbuatan mereka melanggar pasal 302 KUHP jo

Pasal 55 ayat 1 KUHP penganiayaan terhadap hewan secara bersama-

sama. Maka dalam penelitian ini putusan ini menjelaskan bahwa para

tersangka atas perbuatan tersangka jaksa menuntut Pasal 302 ayat (2)

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, hakim memutus Terdakwa I dan

Terdakwa II Pidana penjara masing-masing 3 bulan dan para

Terdakwa dikenakan beban biaya perkarasebesar tiga ribu rupiah. Isu

hukum lainnya yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yakni
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persfektif Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No

1 Tahun 2023 yang beberapa waktu lalu disahkan pada Desember

2022 perihal pertanggungjawaban pemilik terna katas hewan ternak

yang mengakibatkan kerugian orang lain maka berdasarkan

penjabaran ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam

penelitian perihal, RATIO DECIDENDI HAKIM ATAS DELIK

PENGANIAYAAN HEWAN TERNAK PADA PUTUSAN

NOMOR 77/Pid.B/2018/PN.Lbo

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Rational Hakim Dalam Memutus Perkara Penganiayaan

Hewan Ternak Pada Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo?

2. Bagaimana Sanksi Pidana Atas Kepemilikan Hewan Ternak Yang

Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain Dari Perpekstif Undang-

Undang No 1 Tahun 1946 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Rational Hakim Dalam

Memutus Perkara Penganiayaan Hewan Ternak Pada Putusannomor:

77/Pid.B/2018/Pn.Lbo.
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2. Untuk Mengetahuai Dan Menganalisis Sanksi Pidana Atas

Kepemilikan Hewan Ternak Yang Mengakibatkan Kerugian Pada

Orang Lain Dari Perpekstif Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Dan

Undang-Undang No 1 Tahun 2023

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan untuk memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Untuk pengembangan pengetahuan dan penambahan wawasan

terkait tindak pidana penganiayaan hewan.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait

penganiayaan hewan khususnya pada mahasiswa Fakultas

Hukum.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pemikiran baru untuk pemerintah

agar membentuk regulasi perihal tindak pidana penganiayaan

hewan dan memberi manfaat kepada masyarakat umum

khususnya peternak hewan.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan proposal ini lebih terarah, maka penulis hanya

membatasi pada bagaimana sanksi pidana atas kepemilikan hewan

ternak yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dari perspektif

hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap

penganiayaan hewan ternak pada Putusan Nomor

77/Pid.B/2018/PN.Lbo

F. Kerangka Teori

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan

arahan serta menjelaskan gejala yang diamati dan dikarenakan

penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka

teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Dalam menjawab rumusan

permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Teori Ratio Decidendi

Teori ratio decidendi (pertimbangan hakim) ialah

pertimbangan yang dilandasi oleh fakta materi. Fakta materi artinya

hakim akan fokus mencari dasar atau aturan yang tepat atas tindak



12

pidana yang dilakukan pelaku. Dan hakim akan menemukan fakta

serta alasan-alasan suatu putusan yang disebut ratio decidendi.6

Indonesia menganut sistem civil law dan ratio decidendi

dapat dijumpai di konsideran tentang pertimbangan dalam suatu

pokok perkara. Ratio decidendi (legal reasoning) berfungsi sebagai

sarana dalam presentasian terhadap pokok pemikiran perihal

masalah hukum antara satu orang dengan lainnya, bahkan

pemerintah. Tindakan hakim memberikan alasan bertujuan

memperoleh putusan yang adil bagi semua pihak dan akan

menafsirkan undang-undang yang disesuaikan dengan tindakan yang

dilarang.7

2. Teori pemidanaan

Teori ini terbagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:8

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pelaku dijatuhi pidana sebab ia melakukan kejahatan.

Pidana diberikan jika adanya kejahatan dan pembenaran akan

kejahatan tersebut. Johanes Andenaes, menurutnya tujuan

primer dari pidana yaitu keadilan, dan tujuan sekundernya

6 Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Graha Ekpess,
2000), hlm. 119

7 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum sebuah pengantar, (Sinar Grafika:
Jakarta, 2006), hlm. 54

8 Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Negeri Jakarta, 1958), hlm. 157
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yaitu pengaruh menguntungkan. Imanuel Kant, dalam buku

Filosophy of Law9 menerangkan tuntutan pidana dan pidana

diberikan kepada pelaku sebab ia melakukan kejahatan

sehingga perbuatannya melakukan pelanggaran diberikan

pembalasan berupa hukuman dari negara.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pemidanaan yakni menertibkan dan

memberikan rasa aman pada masyarakat. Sebagaimana

dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan

yaitu :10

1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat

(dehandhaving van de maatschappelijke orde);

2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh

masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (het

herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke

nadeel);

3) Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);

4) Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van

de misdadiger);

9 Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung:
Alumni, 1992) . hlm. 11

10 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka
Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.
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5) Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de

misdaad)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menurutnya teori

relatif ini pidana yang diberikan kepada pelaku ialah yang

memberikan tujuan bermanfaat khususnya pada masyarakat.

Pembenaran pemberian pidana yaitu pada tujuan. Pidana

diberikan agar seseorang tidak melakukan kejahatan bukan

sebagai pembalasan karena ia melakukan kejahatan. Artinya,

teori memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat melakukan

kejahatan dan mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Teori ini mengatakan bahwa selain memberikan

balasan kepada pelaku atas perbuatan kejahatan, pidana juga

diberikan untuk melindungi masyarakat agar terwujud

ketertiban. Adapun, penggabungan ini karena teori absolut dan

relatif memiliki kelemahan sebagai berikut:11

1) Kelemahan teori absolut yakni dapat menimbulkan

ketidakadilan saat penjatuhan hukum karena pembalasan

tidak harus negara yang melaksanakan dan diperlukannya

pertimbangan bukti-bukti atas kejahatannya.

11 Ibid.
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2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan

ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat

dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika

tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah

kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan

sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak

dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu

sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan

terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang

positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik

tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan

keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan

memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan

menekan kekurangan dari toeri pembalasan.

G. Metode Penelitian

Penggunaan metode pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif karena

hukum adalah sistem normatif dan tertutup oleh otonom. Adapun
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penalaran digunakan guna mempertahankan dan merawat (the

rationality and consistency of legal doctrines) yaitu sebagai

penelitian hukum doktriner.12 Peneliti mencoba menjawab

permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.

2.Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelaahan terkait undang-undang berkaitan dengan

permasalahan yang diangkatm seperti menelaah Undang-

Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-

Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan

seterusnya.13

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah

pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

dihadapi.Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus ada

dimasyarakat dan yang telah memperoleh putusan pengadilan

berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) dan penelaahan

terhadap aturan yang memiliki sangkutan dengan Putusan

Nomor 77/Pid.B/2018/PN.Lbo.

12Soejono dan H. Abdurrahman, Metode penelitian hukum. (Jakarta: PT.Rineka
Cipta , 2003) hlm. 112.

13Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: CV.Mandar
Maju, 2008), hlm.92
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3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder.

Data sekunder terdiri menjadi 3 yaitu :14

a. Bahan Hukum Primer (primary sources or authorities)

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1) Undang –Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

Hukum Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Perternakan dan Kesehatan Hewan;

4) Undang-Undang kekuasaan kehakiman nomor 48 tahun

2009 tentang kekuasaan kehakiman;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

6) Putusan Nomor: 77/Pid.B/2018/Pn.Lbo

b. Bahan Hukum Sekunder

14Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 67.
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Bahan hukum memberikan penjelasan terkait bahan

hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil

penelitian, karya tulis ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum

sekunder yakni buku atau literatur yang berkaitan dengan

penganiayaan hewan dan pertanggungjawabannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai pelengkap dari bahan hukum

primer dan sekunder berupa ensklopedia, bibliografi, kamus,

wesite dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan

mengumpulkan bahan berupa buku, bahan pustaka berkaitan dengan

penelitian dan teknik yang digunakan yaitu studi kepustakaan,

mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

dengan isu dan rumusan masalah, pengumpulan putusan pengadilan

dan dokumen resmi di tempat-tempat dimana bahan hukum tersebut

berada (dalam hal ini bentuk putusan Pengadilan Negeri pada kasus

penganiayaan terhadap hewan ternak).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis menggunakan deskriptif analisis yaitu analisis

perihal masalah hukum dikaitkan dengan aturan yang berlaku dan
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cara pengimplementasian aturan terhadap peristiwa hukum

tersebut.15 Penganalisisan terhadap putusan pengadilan negeri atas

perkara penganiayaan hewan yang dianalisis sesuai dengan keadaan

pada kasus tersebut tanpa pemanipulasian perkara.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif

yakni metode berfikir dari hal khusus menjadi hal umum. Dan

dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan

konkret mengenai kaedah yang benar dan tepat untuk diterapkan

dalam menyelesaikan suatu permasalahan.16

15Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(Jakarta: UIPress, 2006), hlm. 251-252

16 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Bumi Intitama
Sejahtera, 2009), hlm. 60.
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